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LAMPIRAN ISI WAWANCARA 

MODEL ELEKTRONIK GOVERNANCE DALAM  PELAYANAN PUBLIK (Studi KASUS 
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 

TERPADU SATU PINTU KOTA MAKASSAR) 
 
IDENTITAS RESPONDEN  
 
Nama   : 
Jabatan  : 
Jenis Kelamin   : [    ] (1) Laki-laki    (2) Perempuan  
Pendidikan terakhir  : [    ] (1) SMA  (2) S1  (3) S3 
Pekerjaan   : [    ] (1) PNS DPMPTSP (2) PNS Bukan DPMTSP (3) Profesional 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
 
Responden diminta membubuhkan tanda [Ö] di bawa kolom [0/1/2/3/4/5] sesuai PERN-
YATAAN  pelaksanaan elektronik government dan IT government di Dinas Penanaman Modal 
dan PTSP Kota Makassar, dengan mempertimbangkan angka dengan keterangan sebagai beri-
kut: 
 

Code  Keterangan 
0 : Tidak ada, secara menyeluruh belum ada proses apapun yang dapat dikenali. bahkan 

tidak mengetahui bahwa terdapat permasalahan yang harus diatasi.  
1 : Inisiasi, sudah ada beberapa inisiatif mekanisme perencanaan, tata kelola, dan 

pengawasan sejumlah IT Governance yang dilakukan, namun sifatnya masih ad hoc, 
sporadis, tidak kosisten, belum formal, dan reaktif.  

2 : Ada pengulangan, kondisi dimana organisasi telah memiliki kebiasaan yang terpola 
untuk merencanakan dan mengelola IT Governance dan dilakukan secara berulang-
ulang secara reaktif, namun belum melibatkan prosedur dan dokumen formal.  

3 : Ada ketetapan, pada tahapan ini organisasi telah memiliki mekanisme dan prosedur 
yang jelas mengenai tata cara dan manajemen IT Governance, dan telah 
terkomunikasikan dan tersosialisasikan dengan baik di seluruh jajaran manajemen  

4 : Sudah di atur, merupakan kondisi dimana manajemen organisasi telah menerapkan 
sejumlah indikator pengukuran kinerja kuantitatif untuk memonitor efektivitas 
pelaksanaan manajemen IT Governance.  

5 : Dioptimalkan, level tertinggi ini diberikan kepada organisasi yang telah berhasil 
menerapkan prisip prinsip governance secara utuh dan mengacu best practice, 
dimana secara utuh telah diterapkan prinsip prinsip governance, seperti 
accountability, transparency, responsibility dan fairness. 

 
Contoh 1 

Faktor E-GO 0 1 2 3 4 5 

Kebijakan Implementasi sistem e-gov Ö Ö     

 Atau seperti Contoh 2 
Faktor E-GO 0 1 2 3 4 5 

Kebijakan Implementasi sistem ektronik.  Ö     

Atau seperti Contoh 3 
Faktor E-GO 0 1 2 3 4 5 

Kebijakan Implementasi sistem ektronik. Ö Ö Ö Ö Ö  

 
  

BENAR 

BENAR 

BENAR 
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PEMBAGIAN SESI : 
 
Isian kuisioner ini di bagi menjadi 4 (empat) SESI: 

Sesi I : Indikator ekseternal E-Gov DPMPSP untuk memahami tahapan pelaksanaan  keterpaduan 
layanan, 

Sesi II : Indikator internal E-gov DPMPSP untuk memahami tahapan pelaksanaan  keterpaduan 
layanan, 

Sesi III : indikator eksternal IT-Gov DPMPSP untuk memahami tahapan pelaksanaan  tata kelola it 
secara terpadu dan 

Sesi IV : Indikator internal IT-Gov pada DPMPSP untuk memahami tahapan pelaksanaan  tata kelola it 
secara terpadu. 

 
SESI I : 
INDIKATOR EKSETERNAL DPMPSP berdasarkan Dimensi elektronik government untuk 
memahami tahapan pelaksanaan  keterpaduan layanan. 
 

Kode Proses dan tahapan Pengembangan E-gov 

Ti
da

k 
ad

a 
 

Su
da

h 
ad

a 
in

is
iia

tif
 

Su
da

h 
ad

a 
pe

ng
ul

an
ga

n  

A
da

 k
et

at
ap

an
 

Su
da

h 
di

 a
tu

r 

op
tim

al
is

as
i 

Esternal Faktor E-GO 0 1 2 3 4 5 

1.2.1 Kebijakan Implementasi sistem ektronik governance 
secara terpadu. 

      

1.2.2 lembaga yg khusus pengembangan e-gov kota 
makassar 

      

1.2.3 Rencana Induk  e- gorvernment       
1.2.4 Blue print sistem aplkasi e-government       
1.2.5 Kerangka kerja pelayanan publik terintergasi        

1.2.6 Pengembangan e-gov di jabarkan dalam RPJMAD 
Kota Makassar 

      

1.2.7 Penyelarasan program pengembangan elektronik 
governance terintegrasi DPMPTSP 

      

1.2.8  sosialisasi peran Dewan IT, Dewan Smart City dan 
Tim teknis Pelaksana Smart City 

      

1.2.9 pengukuran kinerja lintas SKPD, Lintas sektoral, 
mulitchanel meluas dan real time. 

      

1.2.10 Sosialisasi secara partisipatif melalui jejaring 
sosialisasi, website, dan media online lainnya 

      

2.2.1 Jaringan infrastruktur komunikasi dan transmisi 
fisik berkecepatan tinggi 

      

2.2.2 Tersedianya aplikasi yang mendukung Decesion 
Support System (DSS)  

      

2.2.3 Dukungan SDM IT dari berbagai OPD atau 
lembaga pemerintah lainnya. 

      

2.2.4  Dukungan penggaran  infrastruktur jaringan.       

3.2.1 Pengukuran akuntabilitas publik yang dilaksanakan 
secara periodik oleh pemerintah Kota Makassar 
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3.2.2  layanan dan akses masyarakat kepada  media 
online DPMTSP 

      

3.2.3 Proses Penyatuan layanan SKPD yang terinter-gasi 
dengan Deci-sion Support System (DSS) 

      

3.2.4 Jaminan layanan dari ISP (internet service 
provider) 

      

3.2.5 Jaminan layanan sistem keamanan        
 
SESI II. 
INDIKATOR INTERNAL DPMPSP berdasarkan Dimensi elektronik government untuk 
memahami tahapan pelaksanaan  keterpaduan layanan. 
 

Kode Proses dan tahapan Pengembangan E-gov 

Ti
da

k 
ad

a 

Su
da

h 
ad

a 
in

is
iia

tif
 

Su
da

h 
di

 u
la

ng
 

A
da

 k
et

at
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Su
da

h 
di

 a
tu
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op
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al
is
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Internal Faktor E-GO 1 2 3 4 5  

1.1.1 Dukungan implementasi sistem sistem elektronik 
daam rangka pelayanan elektronik perizinan. 

      

1.1.2 Dukungan  digitalisasi data  dan informasi 
perizinan. 

      

1.1.3 
Tata Kelola data dan Informasi, pengelolaan, 
pengiriman, penyimpanan, penggunaan kembali 
dan keamanan lainnya 

      

1.1.4 Ketetapan framework terintergasi dengan bisnis 
proses berbasis elektronik 

      

1.1.5 Penjabaran elektronik governance dalam 
RENSTRA DPMPTSP,  

      

1.1.6 Penyelarasan  ektronik goverment dalam program 
bidang  

      

1.1.7 Penyelarasan e-gov dengan bisnis proses, alur kerja 
atau Kerangka Kerja pelayanan perizinan 

      

1.1.8 Penyelarasan E-gov   dengan Indikator Kinerja 
SKPD 

      

1.1.9 Keterlibatan dan feedback pada aplikasi  e-gov       

1.1.10 Terlaksananaya Sosialisasi melalui media e-gov 
      

2.1.1 virtualisasi bisnis proses – e-commerce       
2.1.2 outomatisasi Backup/data recovery        

2.1.3 outomatisas pengiriman Data terpusat  pada data 
centre 

      

2.1.4 Standarisasi database dan  landscape aplikasi untuk 
melakukan interkoneksi lintas depertement 

      

2.1.5 digitalisasi  data,  Data warehouse, dan  update 
data/informasi secara real time. 

      

2.1.6 Sistem yang mendukung lingkungan Decesion 
Support System (DSS) 
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2.1.7 Outomatisasi pengiriman informasi sesuai level 
organisasi atau tanggungjawab. 

      

2.1.8 Outomatisasi autentikasi dan otorisasi sesuai level 
organisasi atau tanggungjawab. 

      

2.1.9 Pengembangan ict skill       
2.1.10 anggaran belanja Pengembangan infrastrutur TIK       

2.1.11 Rencana Pembuatan Spesifikasi Kebutuhan 
Perangkat Lunak. 

      

3.1.1 Pengukuran akuntabilitas publik yang dilaksanakan 
secara periodik 

      

3.1.2 Penyatuan layanan perizinan berdasarkan kerangka 
kerja yang terintegrasi  

      

3.1.3 Portal layanan publik terintegrasi dengan Decision 
Support System (DSS)  

      

3.1.4 kehandalan jaringan dgn Jaminan keamanan 
infrastruktur. 

      

3.1.5 Kehandalan sistem dgn Jaminan keamanan ap-likasi       
 
 
SESI III. 
Pernyataan indikator eksternal DPMPSP berdasarkan Dimensi IT GOVERNMENT untuk 
memahami tahapan pelaksanaan  tata kelola it secara terpadu. 
 

Kode Proses dan tahapan Pengembangan IT Government 
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 Esternal Faktor E-GO 1 2 3 4 5  

4.2.1 
Peran Eksternal penyederhaan pelayanan perizinan 
dan  pendelegasian penandatanganan izin pada 
DPMTSP 

      

4.2.2 Peran Externak pembangunan, pemeliharaan, 
peningkatan dan pengembangan sistem informasi  

      

4.2.3 regulasi dan tupoksi,  secara ketat pengatur 
Pendekatan model koordinasi antar lembaga. 

      

5.2.1 

Menunjukkan Sinkronisasi, dan kearnanan berkas. 
tugas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 
IT di lingkungan Kota makassar 

      

5.2.2 

Pengukuran Performa kinerja layanan  publik 
dengan IT secara berkala, terintergasi dengan 
lembaga lainnya 

      

5.2.3 

Fortofolio pembangunan Pelayanan Perizinan 
dalam rangka mendukung Modernisasi pelayanan 
perizinan  

      

6.2.1 

pengiriman data lintas sektor dan informasi dan 
otomatisasi pengiriman data pada server Kota 
Makassar 
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6.2.2 
authentication and authorization dokumen dari 
sistem lintas sektoral. 

      

6.2.3 
pelaporan dan publikasi publikasi ke berbagai 
stakeholder. 

      

6.2.4 
recovery data dan kemananan informasi dengan 
lembaga eksternal 

      

 
SESI IV. 
INDIKATOR INTERNAL DPMPSP berdasarkan Dimensi elektronik government untuk 
memahami tahapan pelaksanaan  keterpaduan layanan. 

Kode 
Proses dan tahapan Pengembangan IT Government 

Ti
da

k 
ad

a 

Su
da

h 
ad

a 
in

is
iia

tif
 

Su
da

h 
di

 u
la

ng
 

A
da

 k
et

at
ap

an
 

Su
da

h 
di

 a
tu

r 

op
tim

al
is

as
i 

 01 1 2 3 4 5 
Internal IT Governance       

4.1.1 peran kepala Dinas pada Proses penyederhaan 
struktur layanan perizinan internal DPMTSP 

      

4.1.2 Peran level managament (Kepala Bidang) 
melakukan pengembangan sistem informasi 

      

4.1.3 
Peran level operational (kepala seksi dan 
operasional) menanfaatkan IT di lingkungannya 
internal. 

      

5.1.1 Pengukuran Performa kinerja layanan  publik 
dengan IT secara berkala  

      

5.1.2 Pelaksanaan Fortofolio  Modernisasi IT pelayanan 
perizinan  

      

5.1.3 Pelaksanaan evaluasi terhadap utilitas dan 
kemanfaatan  fasilitas TI yang telah ada 

      

6.1.1 
pengiriman data lintas bidang dan informasi dan 
otomatisasi pengiriman data pada server terpusat 
data DPMTSP 

      

6.1.2 
authentication and authorization dokumen 
berdasarkan level tugas management berbasis 
sistem online 

      

6.1.3 pelaporan dan publikasi publikasi data perizinan        

6.1.4 recovery data dan sistem notifikasi keamanan 
dokumen  

      

 
Demikian pengisian kuisioner ini kami isi dengan sebenar benarnya, agar dapat digunakan dan di-
manfaatkan untuk penelitian ini. 
 

Makassar, ..................2019 
Responden 
 
 

 
________________________________ 
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